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Menimbarng

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

bahwa dalam kegiatan pembangunan baik pemeriniah
maupun  non  pemeringah  diperfukan sebuah
perencRNARn  yang  berupa  pambar  leknis  dan
perhitungan bimyn yang penghitungannya berdasarkan
‘harga satuan pekerjsan:

tuhwa gunn j

abektifitas, dan akuntabilitas dalam pernitungan bisya
pelerjnan konstruksl  kegiatan pembangunan
pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021
pade bidang pekerfoan umum don sesuai dengan Nota
[Hnas Kepaln Dinas Pekerjaan Umum dun Penatasn
Ruang Kabupaten Eendal Momor @ 6004366 DPUPR
tanggal 30  Nopember 2020 perihol  Kegiatan
ki)
Prketjaan Umum Kebupaten Kendal Tahun Arnggnran
2021, maka perfu mengatur Anslika Harga Satuan
Pekerjnon Hidang Pekerjasn Umum Kebupoten Kendal
Tahun Anggaran 2021 dalam Peraturan Bupati:

bahwi
dimnksud dalam buruf a dah huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati fentang Analisa Hargs
Solusn  Pekerjean  Bidang  Pelergoaan Umum
Kabupaten Kendal Tahun Anggrran 2021;
Undang-UMN\g NOH\OI’ 13 Tahur. 1950

ungkungun Proginsi daws Tcngull sebagsimana teleh
diubah dengan Undang-Undang Momor 9 Tahun 1063
tentang Permnbentukan (acrah Tingiat 11 Batang dengan
Mengutah Undang- Undapg Nemor 13 Tohun 1950
tentang  Pembentuken Doerah-doerah  Kabupaten
dalamm Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lemberan
Negara Republile Indonesin Tahun 1965 Nemor 52,
Tambahan Lembaran  Negara  Hepublilk  Indonesia
Nomor 27574

&
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
I[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6225);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6494);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
28 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga
Satuan Peckerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Pectunjuk
Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaaan Jasa
Kontruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomer 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Dacrah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomer 6 Seri E No. 3,Tambahan Lembaran Daecrah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 200);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAAN UMUM KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya
tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan
harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.

5. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang
meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung,
pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan
sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina
Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan,
saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya
(bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan
permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum
(IPAM), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).

6. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat
HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang
dihitung secara profesional oleh perencana yang
digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan
penawaran suatu pekerjaan tertentu.

7.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah hasil perhitungan seluruh volume peckerjaan
dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan
seluruh pajak dan keuntungan.

8. Harga Satuan Pekerjaan adalah biaya yang dihitung
dalam suatu analisa harga satuan suatu pekerjaan,
yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan,
material, dan alat) dan biaya tidak langsung (biaya
umum atau overhead dan keuntungan) sebagai
pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu, belum
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

9. Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai
biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat
yang bukan dari biaya pengadaan untuk sctiap mata
pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan
dan auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas
dan promosi dan lain sebagainya.
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

AHSP Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai
acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai
kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan
digunakan sebagai dasar dalam  penyusunan
perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan
pekerjaan bidang pekerjaan umum.

AHSP Bidang Pckerjaan Umum bertujuan untuk
mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan
konstruksi bidang pekerjaan umum.

BAB 111
AHSP BIDANG PEKERJAAN UMUM
Pasal 3
Setiap  pekerjaan  pemeliharaan, pembangunan

dan/atau peningkatan pada bidang pekerjaan umum di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaannya
harus menggunakan AHSP bidang pekerjaan umum.

AHSP bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian dokumen Kkontrak
harga satuan dan harus disertakan dengan rincian
sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai
alat untuk menilai kewajaran.

Pasal 4

AHSP bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 berupa perhitungan kebutuhan biaya
tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan
harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.

AHSP bidang pekerjaan umum scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi semua pekerjaan untuk kegiatan
bidang sumber daya air, bidang bina marga, dan
bidang cipta karya.

AHSP bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [, Lampiran II dan Lampiran [lI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Persturan  Bupati ini muolal  berlaku  pada  sanggal
diundangkan
Agar sctisp orang dupat mengetahuinys, memerintahlan
pengundangan Peraturan Bupat i dengan

penempatannye dalam Berita Dacrah Kabupaten Kendal,
Ditctapkan di Kendal
Pactn tanggal 7 Desenber 2020
BUPATI KENDAL,
cap
MIRNA ANNISA

Diussdangkan di Kendal
Pada tanggal 7 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
capmd

MO, TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2000 NOMOR B5

Caesuai dengan aslin
EPALABAGIAN HUKUM
SETOA RABUPATEN KENDAL,

A
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